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ABSTRAK

Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas atau selengkapnya dikenal
dengan asas “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege” artinya tindak pidana
tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada tersebut lebih
dahuli. Hal ini berarti bahwa setiap perbuatan ataw tindak pidana harus diatur terlebih
dahulu olch peraturan perundang-undangan. Asas ini diperfukan bagi hakim untuk
menjatuhkan pidana. karena yanp dapal dijatubkan pidana hanyalah pelaku yang
melakukan tindak pidana vang sebelumnya telah diremuoskan dalam undang-undang.
Hakim mempunvai kebebasan  konstitusional dalam  memilih beranya  pidana
{strafmaar) vang akan dijathkan, schab yang ditentukan oleh pembuat wndang-
undang hanvalah maksimum dan minimumnya, Hal ini mengakibatkan setiap hakim
menjatubkan pidana yang berbeda-beda meskipun menangani tindak pidana yang
sama schingza mengakibatkan timbulnya disparitas pidana. Adapun permasalaban
dalam skeipsi ini yaitu; a) Apakah faktor penvebab terjadinya disparitas pidana dalam
putusan terhadap tindak pidana pembunuban biasa di Pengadilan Negerl Klas T A
Padang? b) Bagaimana dampak terjadinya disparitas pidana bagi terpidana tindak
pidana pembunuhan  biasa? Darl hasil pencelitian terungkap bahwa penyebab
lerjadinya disparitas pidana ini terjadi karena © fakior yang melekat pada divi pelaku
sendin, faklor vang bersumber dari dirt hakim sendivt (faktor internal), siteasi di
dalamy masyarakat dan faktor “gabungan perbuatan pidana™ atau “samenloop.
Sedangkan dampak terjadinya disparitas pidana wvaitu bagi terpidana vang telab
memperbandingkan pidana vang dijatuhikan bakim rechadapnya dengan terpidana lain
pada kasus vang sama akan membawa dampak ketidakadilan terhadapnya dan
terpidana tersebut merasa menjadi korban dan ketidakadilan tersebut. Disparitas
pidana ini baik sccara langsung ataupun tidak langsung juga akan membawa dampak
terhadup upava pembinaan terhadap para terpidana yakni tmbulnva demoralisasi dan
sikap anti rchabilitasi di kalangan terpidana vang dijatuhi pidana yang lebih berat
claripada terpidana vang dijatuhi pidana yang lebih ringan di dalam kasus vang sama.
Nalam penelisan skripsi ini pendekatan masalah vang digunakan penulis adalab
melalui pendekatan yuridis sosiologis vaitu denpan melakukan penelitian langsung ke
Pengadilan Megeri Klas 1 A Padang, Kejaksaan Negeri Padang dan Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1L A Padang untuk mendapatkan data primer, Dengan adanya
standar pemidansan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, adanya  kesatuan
wawasan dari para penegak hukum dalam ard luas (termasuk masyarakat) terhadap
tujuan pemidanaan yang berlaku mavpun di dalam Rancangan KUHP ke depannyva,
dan adanya pengawasan terhadap Jaksa Penuntut Penuntut dalam membual rencana
tuntatan serta hakim dalam menjatuhkan potusan maka dibarapkan tidak terjadi
perbedaan putusan pidana vang terlalu mencolok dalam dalam kasus tindak pidana
VAN SAma.



BAR1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana haruslab dirumuoskan dalam

undang-undang pidana. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal | ayat (1) KUHP yang
berbunyi :“Suatn perbuatan tidak dapat dipidana. kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-undangan pidana vang telah ada sebelumnva™.
Eetentuan pasal 1 ayat (1) KUHP di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan asas
legalitas (Principle of legalingd atau yang selenpgkapnya berbunyd “Nullwee delictum
milla poena sine proevia fege” artinya tindak pidana tidak akan ada jika ketentuan
pidana dalam undang-undang  Gdak ada fersebut lebih dahulu, Hal  tersebut
disampatkan oleh Von Fewerbach. sarjana bukuem pidana Jerman {]?’?5-]333}.' Asas
ini diperlukan bagi hakim upiek menjatuhkan pidana, karena vang dapat dijatuhi
pidana hanvalah pelaku vang melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah
diramuskan dalam undang-undang pidana.

Hakim sebagai pengambil keputuzan dalam menjatubkan pidana di pengadilan
mempunyal dampak yang besar bagl terdakwa. Terdakwa vang sehenarnva tidak
bersalah dapat menjalani hukuman atau terdakws vang bersalah dapat dibebaskan
jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan pada hakim, Bagl hakim vang bijak.
ketika  la menank dan menetapkan amar putusan, ia lerlebih  dahulu akan

merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaal apa vang dicapai dan

I Mocljama, P93, Azas-eias Fedim Pldara, Rineka Ciprs, Jkarta, hel.23.



penjatuban pidana (jenis dan beral nngannya) batk bagi terdakwa maupun bag
masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian. teonn hukum  pidana  dapa
membantunya. Ketika hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau rngan.
seringkali berpantung pada pendirian mereka mengenai teori pemidanaan vang
dianul, seperti teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif
atau teon Wujuan (dee! thearien) dan teort gabungan (vernengings J'err-:i-r'i'e'rz}.z Mamun,
Sabini mengajukan satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim, vaitu tidak
diketahuinva keputusan yang benar dan salah sehingga mungkin banya Tuhan yang
mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana adalah benar ataw salah. Salah
satu permasalahan yang dibadapi hakim dalam pengambilan keputusan ini adalah
disparitas pidﬂnzl.3

Dhsparitas pidana (@isparity of sentencing) diartikan sebagai penerapan pidansa
vang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap
tindak-tindak pidana vang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of
comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran vang jelas,” Disparitas pidana ini
terjadi pada semua tindak pidana. tetapi dalam skripsi ini penulis hanva akan
membahas tentang disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan biasa yang
diatur dalam pasal 338 KUHP, mengingat saal ini tindak pidana pembunuhan sebagag
salah satu tindak pilana materiil terlibat jelas cendenmpe meningkal kwantifasnya.

Hampir setiap bari media massa dan elektronik memberitakan tentang terjadinva

Adami Chazawi, 2002, Pelfafaran Ak Pldona Bagiow T, Rajawali Pers, Takara, bal 137,
Yusti Probowati Rahayw, 20035, Dibelit Putusen Hakim, Srikandi, Surabava, hal 38
; Muladi dan Barda Mawawi, 2003, Teori-fear don Nebilatar Pidaea, T, Alumni, Bandung,
Il 32-35.
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tindak pidana pembunuhan dari berbagal pelosok tanah air, Pembunvhan swdah
mergpakan hal vanp biasa dan terlalu sering didengar, ditonton, atau dibaca oleh
masyarakat luas melalui pemberitaan media. Banyak faktor wang mendasari
terjadinya tindak pidana permbunuban ini dan kadang- kadang penyebabnya adalah
hal vang sepefe.

Demikian juga halnya yang terjadi di Pengadilan Megeri Klas | A Padang,
Berkas Acara Perkars tindak pidana pembunuhan vang masuk sekarang ini semakin
meningkat, Putusan vang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan ini
juga semakin beraneka ragam, Lebih dari 50% dari keseluruban perkara vang diputus
aleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan ini memiliki putusan vang berbeda
(disparilas pidana).”

Lvisparitas pidana khususnya dalam timdak pidana pembunohan bizsa ind
terjadi karena hakim mempunyval kebebasan untuk menentukan lamanya (beratnya)
pidana vang akan dijatuhkan. sedangkan vang ditentukan oleh pembust undang-
undang hanyalah maksimum dan minimuomnya. Hal ine dapat dilibat dalam pasal 12
aval (23 KUIHP yang menvatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling
pendek adalah 1 hari dap paling lama 15 tabun berturut-turul. Dalam pasal 12 ayat {4}
KUHFP ditegaskan bahwa lamanya pidana penjara sementara wakio o sekali-kali
tidak boleh lebilh dari 20 tahun. Adanva ketentuan pasal 12 ayat (2) KUHP
meripakan maksimuwn amwn dan minimoum wowm. Sedangkan bagi maksimum

khusus diatur dalam ketentuan vang mengatur tindak pidana yang bersanghkutan,

L

Wawaneara singkar pra penclition dengan Bapak Svofvan sclaku pegawai bagian pidana di
Mengadilan Negeri Padang.

wd



minimum khusus tidak ada pengaturannya dalam ketentuan ini. Bila ada ketentuan
khusus, maka ketentuan khusos inilah vang diterapkan,

Dengan adanva asas maksimum dan minimum dalam lama penjam yang,
dijatuhkan oleh hakim, maka bagi tindak pidana pembunuban biasa minimom
umumnya adalah 1 hari dan maksimum khosusnya adalah 15 tahun penjara. Dengan
demikian dalam menerapkan ancaman pidana dalam tindak pidana pembunuhan biasa
ke dalam situasi kongkrit, hakim mempunyai kebebasan menentukan lamanya pidana
penjara dalam batas minimum umuem dan maksimum khusus tersebul.

Adanva kebebasan hakim wang diberikan dalam hukum pidana untuk
menentukan lamanyva pidana penjara vang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana
pembunuban hiasa, jelas membuka kemungkinan dan menyebabkan terjadinya
disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan biasa, Berdasarkan hal tersebut di
atas, maka penulis terlarik untuk membahas masalah ini secara lebil mendalam yang
ditpangkan dalam bentuk skripsi vang berjudul “Permasalahan-permasalahan
Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana

Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang™.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian vang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka
dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sehagai berikout :
1. Apakah faktor penvebab terjadinva disparitas pidana dalam putusan terhadap

tindak pidana pembunuhan biasa di Pengadilan Negeri Klos [ A Padang 7



BAR IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan
sebapgai berikut

|, Taktor penyebab terjadinya disparitas pidana terdin dar: Faklor vang melekat
pada diri pelake sendidd, Faktor vang bersumber dart dirt hakim sendin (fakior
internal) diantaranya masih adanya masalah sepioritas di dalam majelis
hakim, pribadi hakim e sendiri dalam mencari keadilan dalam perkara
tersebut. Faktor tuntuwtan dar Jaksa Penontut Umuom, Sitvast di dalam
masyarakat dan Faktor “gabungan perbuatan pidana™ atau “samenloop”™ juga
ikut mempengarehi bakim dalam menjatubkan putusan,

2. Dampak tefadinva  disparitas  pidana  bagi  terpidana vang  telab
memperbandingkan pidana vang dijatuhkan hakim terhadapnya dengan
terdakwa lain pwdla kasus vang sama akan membawa dampak ketidakadilan
techadapnya dan terlakwa fersebut merasa menjadi korban dari ketidakadilan
tersebut, Disparitas pidana ini baik secara lanpsung ataupun lidak langsung
akan membaws dampak terbadap upava pembinaan terhadap para terpidana,
Sesuatu vang tidak diherapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana
terschut tidak dapat diatasi. yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti

rehubilitasi di kalangan terpidana vang dijatuhi pidana vang lebih berat



daripada terpidana vang dijatuhi pidana yang lebih nngan di dalam kasus yvang

SAIma.

B. Saran

Untuk dapat mencegah terjadinya dampak buruk dar disparitas pidana dan

menguranginy:, maka penulis memiliki beberapa saran yakni :

1.

Lid
.

Dibuatnya standar pemidanasm yang berlaku bagi hakim-hakim setempal
karepa tiap dacrah pasti mempunyval keadsan masyarakat vang berbeda
sehingea standar pemidanaan ite disesuaikan dengan setiap daerah. Schagai
tahap awal lebih baik hal ini dilakukan dari pengadilan tingkat bawah yakni
Pengadilan Neger,

Perlunya kesatuan wawasan dari para penegak hukum dalam arti Juas
(termasuk masyarakat) terhadap tojuan pemidanaan vang berlaku maopun di
dalam Rancangan KLHD ke depannya,

Perlunva penpawasan terhadap Jaksa Penuntut Penuntut dalam membuat
rencana tuntudan dan Hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga tidak
terjadi perbedaan putusan pidana yang terlalu mencolok dalam kasus tindak

pilana yang sama.
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